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TEI{TAtrG

PEI| ETAPAN KEBUTUI{AN JABATAN FUNGSIONAL
PEITI(X}ERAK SWADAYA MASYARAI(A'T PROVIISI LAIIPUNG

GT'BERIST'R LATIPUIIIG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : B/606/M.SM .Ol .OO 12024, tanggal 19 Februari 2024,
hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Provinsi La.mpung, perlu
menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat Provinsi Lampung dengan Keputusan
Gubemur l.ampung;

l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah seSagairrruls telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2Ol1 tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil Untuk Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolaasi Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keria;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keda;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2O2O Tentang
Pedoman Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional
Penggerak Masyarakat;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10
Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyusunan
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 lentang
Jabatan Fungsional;

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Keg'a Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor I Tahun 2O24;

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
Nomor B-2 592 / SDM .O3.O3 I Xl / 2O2 3 tanggal 28 Desember
2023 hd Rekomendasi Usulan Formasi Jabatan
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) ;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : B/6O6/M.SM.O\ .OOI2024,
tanggal 19 Februari 2024, hal Persetujuan Kebutuhan
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi
l,ampung;

MEMUTUSKAN:

I(EPUTUSAT GT'BERITTTR I,AtrPT'ITG PEI|ETAPAI{
XEAUfl'HAIT JABATAIT FUI{GSIOI{AL PEI{GGERAX
SWADAYA UASYARAI(A'T PROVITSI LAMPT'NG.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyaralat Provinsi Lampung sebagaimana
tercantum dalam l^a.mpiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Dili:tum Kesatu,
menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di
bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KEDUA



KETIGA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 7- ?- 2024

GT'BERNI'R LIIMPT'NG,

ARIITAL DJUNAIDI

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi l.ampung di Telukbetung;
5. lnspektur Pmvinsi Iampung di Bandar tampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi l-ampung di Telukbctung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sckretariat Daerah Provinsi lamPung di Telukbetung.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR , c I L? ?a.o7 /HK/2o24
TAN AL

RIITCIAIT KEBUTT'IIAI| JAAATAI{ T.ITGS;IONAL
PEN(X}ERAIT SWAI)AYA DIASYARAXAT PROVINSI LAUPT'NG.

GUBERTUR LAIUPUITG,

ARJNAL DJUNAIDI

2024

No. Nama Jabatan Kebutuhan
I Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

2 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 18 Orang

3 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya 15 Orang

Jumlah 53 Orang

2O Orang
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G 4B.O7lHK/2O24

4

PETA JABATAI{ FI'I{GSIOI{AL PEITGGERAJ( SWADAYA MASYARAI(AT

GUBER.IIT'R LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYAI?T{IGT, DESA DAN

TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT

Kcloopol Jobatan
hrngtfolal

Sub Bagian
Kebutuhan

20 Orang

Penggerak Swadaya
Masyarakat
Aili Pertama

KebutuhanPenggerak Swadaya
Masya.ra.kat
AhIi Muda l8 Orang

Kebutuhan

15 Or-ang

Penggerak Swada5aa
Masyarakat
Ahli Madya

Bidang I Bidang Il


